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P U T U S A N

Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Dgl

   ِ الرّحْمنِالرّحِيم اللهِ ِ  بسِْم
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama  Donggala yang memeriksa dan mengadili  perkara-

perkara  tertentu pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, NIK: 7203041205840003, agama Islam, pendidikan

SLTA,  pekerjaan  Petani,  tempat  tinggal  di,  Kabupaten

Donggal, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

               melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Donggala,

selanjutnya disebut sebagai  Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal

21  Oktober 2020  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Donggala,  Nomor  367/Pdt.G/2020/PA.Dgl,  tertanggal  21  Oktober 2020  telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  27  April  2008,  Pemohon  dengan  Termohon

melangsungkan pernikahan,  sebagaimana tercatat  pada Duplikat  Kutipan

Akta Nikah Nomor: 99/KUA.22.02.06/PW.01/X/2020 sesuai dengan Kutipan

Akta Nikah Nomor: 93/11/V/2008 tanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan,

Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. 
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2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

tua  Termohon  di  Desa  Lalundu  selama  kurang  lebih  2  tahun,  kemudian

pindah ke rumah sendiri di Desa Taviora selama kurang lebih 2 tahun. 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup

sebagaimana  layaknya  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  seorang  anak

perempuan bernama anak, umur 8 tahun.

4. Bahwa  setelah  pernikahan  Pemohon  dan  Termohon  hidup  rukun  dan

harmonis,  namun pada tahun 2010 sudah  mulai  ada  pertengkaran yang

disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan

lebih memilih tinggal bersama orang tuanya.

5. Bahwa  puncak  dari  percekcokan  antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi

pada tahun 2012, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman, sehingga

saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8

tahun. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah

lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. 

6. Bahwa  Pemohon  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Pemohon  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Donggala  segera  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj’I  kepada  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Donggala.

3. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

 Subsudair:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  datang

menghadap  sendiri  dimuka  persidangan,  sedangkan  Termohon  tidak  datang

menghadap  dan  tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil/kuasanya
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meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 367/Pdt.G/2020/PA.Dgl Termohon

telah dipanggil  oleh Jurusita secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa

ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  Pemohon  agar

mengurungkan  kehendaknya  untuk  bercerai  dengan  Termohon  tetapi  tidak

berhasil  dan terhadap perkara  ini  tidak  dilakukan mediasi  karena Termohon

tidak hadir di persidangan;

Bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  permohonan  Pemohon  dalam

persidangan  tertutup  untuk  umum  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan maka

tidak  bisa  didengar  tanggapan  atau  jawabannya  terhadap  permohonan

Pemohon tersebut;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti  surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

99/KUA.22.02.06/PW.01/X/2020  sesuai  dengan  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

93/11/V/2008 tanggal 21 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala, Provinsi

Sulawesi  Tengah,  telah  dicocokan dengan aslinya,  bermeterai  cukup dan di

nezegelen kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan

bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagi berikut:

1.  Saksi  I,  saksi  mengaku  sebagai  Paman  Pemohon  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah,

menikah pada tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

tua Termohon lalu pindah di rumah kediaman bersama, sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
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- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

dan harmonis namun kemudin tidak rukun lagi Pemohon dan Termohon

sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal  bersama dengan

Pemohon dan lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya;

- Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon terjadi pada tahun 2012, Pemohon yang meninggalkan rumah

kediaman  bersama  karena Termohon datang  ke  rumah  kediaman

bersama dan meminta berpisah dengan Pemohon;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang yang telah berlangsung

selama 8 tahun; 

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar

rukun kembali membina rumah tangganya  dengan Termohon namun tidak

berhasil;

2. Saksi  II,  saksi  mengaku  sebagai  sepupu  Pemohon  telah  memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah,

menikah pada tahun 2008;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

tua Termohon lalu pindah di rumah kediaman bersama, sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak;

- Bahwa pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun

dan harmonis namun kemudin tidak rukun lagi Pemohon dan Termohon

sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon adalah karena Termohon tidak mau tinggal  bersama dengan

Pemohon, Temohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya;

- Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon terjadi pada tahun 2012, Pemohon yang meninggalkan rumah
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kediaman  bersama  karena Termohon datang  ke  rumah  kediaman

bersama dan meminta berpisah dengan Pemohon;

- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon

sudah tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang yang telah berlangsung

selama 8 tahun; 

- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasihati Pemohon agar

rukun kembali membina rumah tangganya  dengan Termohon namun tidak

berhasil;

Bahwa  atas  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut  Pemohon

menyatakan  tidak  akan  mengajukan  suatu  apapun lagi,  dan  menyampaikan

kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan

mohon putusan;

Bahwa,  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  ditunjuk  segala  hal

sebagaimana  termuat  dalam  berita  acara  persidangan  perkara  ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  pokok  perkara  yang  diajukan  Pemohon  adalah

sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk

tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49

ayat  1  huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan

Agama,  yang telah  diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009;

Menimbang,  bahwa  Termohon  bertempat  tinggal  di  wilayah  hukum

Pengadilan  Agama  Donggala,  oleh  karena  itu  surat  permohonan  Pemohon

telah sesuai  dengan ketentuan Pasal  66 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 7

tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009;
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Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang kepersidangan dan

tidak pula mengutus orang lain sebagai  wakil/kuasanya meskipun Termohon

telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedang  ternyata  bahwa  ketidak

hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai

dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak

hadir  sedangkan  dalil  Permohonan  Pemohon  beralasan  dan  tidak  melawan

hukum  maka  Permohonan  Pemohon  dapat  diperiksa  dan  diputus  tanpa

hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang,  bahwa  dalam  setiap  persidangan,  Majelis  Hakim  telah

berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali

membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat

(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah dengan  Undang-Undang  Nomor  3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  (PERMA)  Nomor  01  Tahun  2016,  proses  mediasi  tidak

dapat  dilaksanakan  karena  Termohon  tidak  pernah  datang  menghadap  ke

persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang

yang tertutup untuk umum  sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7  tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa  Pemohon mengajukan  permohonan  cerai terhadap

Termohon  sebagaimana  petitum  permohonan  Pemohon  agar  diizinkan

menjatuhkkan talak satu raj’i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana

dalam  posita  permohonan  yang  dapat  disimpulkan  bahwa  rumah  tangga

Pemohon dan tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon dan lebih memilih tinggal

bersama  orang  tuanya.  Puncak  keretakan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  terjadi  pada  tahun  2012 yang  akibatnya  antara  Pemohon  dan

Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah
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kediaman bersama, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan

Termohon  namun  tidak  berhasil.  Oleh  karena  itu  perceraian  merupakan

alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan masalah Pemohon dan

Termohon;

Menimbang,  bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut  diatas,

Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di

muka  persidangan,  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  maka

dengan  demikian  Termohon  dianggap  telah  melepaskan  hak  jawabnya  dan

dapat  dinyatakan  bahwa  Termohon  telah  mengakui  dalil  dan  alasan

Permohonan  Pemohon, namun  oleh  karena  perkara  ini  adalah  perkara

perceraian  dengan  alasan  bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah

tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dasar hukum permohonan

Pemohon  adalah pasal  19  huruf  (f)  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun

1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Pemohon

tetap  dibebankan wajib  bukti  mengacu kepada pasal  22  ayat  (2)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  surat  bukti  (P)  yang  diajukan

Pemohon berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan

dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah

dinazegelen,  bukti  tersebut  merupakan  akta  otentik  karena  diterbitkan  dan

ditandatangani  oleh  pejabat  yang  berwenang,  serta  menerangkan  peristiwa

pernikahan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal

285 R.Bg dengan demikian  bukti  Pemohon tersebut  telah  memenuhi  syarat

formil dan materil sehingga dalil Pemohon terbukti dan dapat dinyatakan bahwa

Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya

Pemohon  berhak  dan  berkepentingan  mengajukan  permohonan  cerai  talak

kepada Termohon;  

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh

Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi, mereka sudah dewasa

sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  172  R.Bg,  mereka  pula  memberikan

keterangan di  muka persidangan dan diperiksa  satu persatu  sesuai  dengan
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ketentuan  Pasal  171  R.Bg,  dan  mereka  sudah  disumpah  sesuai  dengan

ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat

formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan

dalil-dalil  permohonan  Pemohon  mengenai  hubungan  hukum Pemohon  dan

Termohon sebagai suami isteri yang pernah hidup rukun namun akhirnya sering

berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal

bersama dengan Pemohon, Temohon lebih memilih tinggal  bersama dengan

orang tuanya,  lalu  Pemohon dan Termohon berpisah tempat  tinggal  dimana

telah  menyebabkan  rapuhnya  hubungan  Pemohon  dan  Termohon  karena

upaya damai yang telah ditempuh  tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di persidangan adalah fakta

berdasarkan pengetahuannya sendiri,  dan relevan dengan dalil  permohonan

Pemohon.  Keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  bersesuaian  antara  satu

dengan  yang  lainnya  sehingga  keterangan  para  saksi  tersebut  telah

mempunyai nilai sebagai alat bukti maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg

keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  materil  dan  dapat

diterima;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  permohonan  Pemohon

dengan dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan 2 orang saksi maka Majelis

Hakim menemukan  fakta-fakta sebagai berikut :

-  Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri  sah  menikah  pada

tanggal 27 April 2008 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis

namun keharmonisan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi karena Pemohon

dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut  adalah  karena

Termohon  tidak  mau  tinggal  bersama  dengan  Pemohon,  Temohon lebih

memilih tinggal bersama dengan orang tuanya;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan

Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak  tahun 2012,  Pemohon yang

meninggalkan tempat kediaman bersama;
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- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah

tidak saling berkomunikasi lagi; 

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan

Termohon  namun  tidak  berhasil,  begitu  pula  Majelis  Hakim  di  ruang

persidangan  telah  berusaha  menasihati  Pemohon  agar  rukun  kembali

dengan Termohon  namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon adalah Pasal 19 huruf

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi  Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara  suami  isteri  sering

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  secara  terus  menerus  dan  diantara

mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116

huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  yaitu:  pertama,  adanya  hubungan  hukum

sebagai  suami  isteri;  kedua,  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran;  ketiga,

perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus; keempat, tidak

ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim

akan  mempertimbangkan  unsur-unsur  tersebut  satu  persatu  dengan

menghubungkan fakta-fakta yang telah ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri

sah  menikah  pada  tanggal  27  April  2008  adalah  fakta  yang  menunjukkan

bahwa unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dan Termohon masih

terikat sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang  disebabkan  karena  Termohon  tidak  mau  tinggal  bersama  dengan

Pemohon,  Temohon lebih  memilih  tinggal  bersama dengan  orang  tuanya

adalah fakta yang menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi  dimana

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
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Menimbang, bahwa adanya fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah

berpisah  tempat  tinggal  sejak  tahun  2012 sampai  sekarang,  menunjukkan

bahwa unsur  ketiga  telah  terpenuhi  di  mana  perselisihan  dan  pertengkaran

yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bersifat terus menerus;

Menimbang,  bahwa  pihak  keluarga  sudah  berusaha  menasihati

Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon

namun tidak berhasil begitu pula di setiap kali persidangan telah diupayakan

perdamaian dengan cara menasihati  Pemohon untuk rukun kembali  dengan

Termohon namun tetap tidak berhasil adalah fakta yang menunjukkan bahwa

unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan

Termohon untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan

unsur-unsur dalam pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis

Hakim  menilai  bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi  antara

Pemohon  dan  Termohon sudah  sangat  mempengaruhi  kelangsungan  dan

keutuhan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon,  karena  salah  satu   atau

masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami

isteri,  tidak  ada  lagi  komunikasi  yang baik  antara  Pemohon dan Termohon,

upaya damai yang dilakukan pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam setiap

kali persidangan tidak kunjung mendatangkan hasil dan antara Pemohon dan

Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang tidak lumrah  dialami pasangan

suami  isteri,  kondisi  tersebut  dapat  disimpulkan  oleh  Majelis  Hakim  bahwa

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri  itu benar-benar

berpengaruh  dan  prinsipil  bagi  keutuhan  kehidupan  suami  istri,  in  casu

Pemohon dan Termohon sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal  22

Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang,  bahwa  kondisi  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon

dimana tidak ada lagi kebahagiaan dan ketentraman karena perselisihan dan

pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak  ada harapan lagi  untuk  hidup
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rukun  dalam  satu  ikatan  rumah  tangga  yang  dicita-citakan,  hal  ini  telah

menunjukkan  bahwa  antara   Pemohon  dan  Termohon sudah  tidak  saling

percaya  lagi  dan  telah  hilang  rasa  cinta  mencitai,  hormat  menghormati

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa apabila  dalam sebuah  rumah tangga  atau  suami

isteri  tidak lagi  dapat  menjalankan hak dan kewajibannya untuk saling cinta

mencintai,  sayang  menyayangi,  hormat  menghormati,  setia  dan  memberi

bantuan  lahir  batin  yang  satu  kepada  yang  lainnya  sebagaimana  yang

dikehendaki  oleh  al-Quran  Surah  al-Rum ayat  21,  maka  tujuan  perkawinan

untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal

berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  sebagaimana  maksud  Pasal  1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak

akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang,  bahwa dengan melihat  kondisi  rumah tangga Pemohon

dan  Termohon  tersebut  Majelis  Hakim  berkesimpulan  bahwa  rumah  tangga

Pemohon  dan  Termohon  telah  pecah  dan  tidak  ada  harapan  untuk

dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang telah pecah

tidak  akan  mendatangkan  manfaat  tetapi  sebaliknya  jika  kondisi  demikian

dibiarkan berlarut-larut bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan

penderitaan  yang  berkepanjangan  bagi  kedua  belah  pihak  dan  keturunan

mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas  maka  permohonan  Pemohon  untuk  bercerai  dengan  Termohon  telah

beralasan  hukum  dan  sesuai  dengan  maksud  pasal  19  huruf  f  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

dan sesuai  pula dengan firman Allah Swt  surat   Al  Baqarah ayat  227 yang

berbunyi :                     ٌسَمِيع اللهَّ فإَنِّ الطلَّقَ عزََمُوا وإَنِْ

ٌعلَيِم

Artinya  :dan  jika  mereka  ber'azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan

hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan

dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i

terhadap  Termohon  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Donggala  sesuai

ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka  berdasarkan pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  7

tahun  1989  tentang  peradilan  Agama  yang  telah  diubah   dengan  Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

kepada Pemohon;

Mengingat  segala  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syara`  yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di depan sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu

raj’I  kepada  Termohon  (Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Donggala;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp1. 116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian  ditetapkan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Donggala pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh kami Mohamad Arif, S.Ag.,

M.H.,  sebagai Ketua Majelis,  Mazidah, S.Ag.,  M.H. dan Zuhairah Zunnurain,

S.H.I.,  M.H,  masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  penetapan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  beserta  para  Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Bulgis,

S.Ag.,  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Pemohon tanpa

hadirnya Termohon.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 

Mazidah, S.Ag., M.H. 

Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Bulgis, S.Ag.

Perincian biaya:

-  Biaya PNBP : Rp   60.000,00

-  Biaya proses : Rp   50.000,00

-  Biaya Panggilan : Rp  1.000.000,00

-  Meterai   : Rp            6.000,00  

J u m l a h      : Rp  1.116.000,00

 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Parigi 

Tadarin, S.H.
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